
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR g TAHUN 2vzr-

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BATUAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) 
Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir 
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran 

·Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal 
Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang 
Ilir Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Sela tan N omor 3 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2023 Nomor 3); 
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11 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor l); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN 
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir. 
2 . Bupati adalah Bupati Penukal Ahab Lematang Ilir. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 
4 . Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

5 . Pajak Daerah yang selanjutnya d isebut Pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besamya k emakmuran rakyat. 

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
yang dapat dikenai Pajak. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak m elakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, atau 
badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi social politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap . 

8 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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9 . Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah 
nomor yang d iberikan kepada Wajib Pajak 
sebagai sarana dalam administra s i perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 
hak dan memenuhi kewajiban perpaj akan 
daerahnya. 

10. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanju tnya disingkat 
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan dengan 
ketentuan tertentu. 

11 . Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang mineral dan _batu 
bara. 

13. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 
persen tase terten tu. 

14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen 
yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

15 . Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau 
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi 
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau 
Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya . 

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek 
Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 

18 . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran 
yang- ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, 
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan 
jumlah Pajak yang masih harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

21 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran 
Pajak karema jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/ atau denda. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat 
keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat 
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta 
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. 

28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar 
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya 
penagihan Pajak dengan menegur· a tau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang 
yang telah disi ta. 



-6-

29. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita 
Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 
seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa 
Pajak, dan tahun Pajak. 

30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

31 . Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang 
Retribusi. 

32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 

33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 
penyanderaan. 

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Pajak dan Retribusi dan/ a tau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dan retribusi 
daerah. 

35. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar 
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka 
waktu tertentu. 

36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

BAB II 
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK MBLB 

Pasal 2 
(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan 

MBLB yang meliputi: 
a . asbes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 
f. batu permata; 
g. ben toni t; 
h . dolomit; 
1. feldspar, 
J. garam batu (halite); 
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k. grafit; 
1. granit/ andesit; 
m. g1ps; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s . marmer; 
t . nitrat; 
u. obsidian; 
V . oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. fosfat; 
aa . talk; 
bb. tanah serap (fullers earth); 
cc . tanah diatom; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ff. tras; 
gg. yarosit; 
hh. zeolit; 
11. basal; 
.ll. trakhit; 
kk. belerang; 
11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan 

mineral; dan 
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perun terdang-undangan. 
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengambilan MBLB: 
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak 

diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan 
b . untuk keperluan pemancangan tiang 

listrik/ telepon , penanaman kabel, penanaman 
pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi 
permukaan tanah. 

Pasal3 
(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan 

yang mengambil MBLB. 
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan 

yang mengambil MBLB. 

BAB III 
DASAR PENGENMN, TARIF DAN 

CARA PERHITUNGAN PAJAK MBLB 

Pasal 4 
(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual 

hasil pengambilan MBLB. 
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(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan mengalikan volume/tonase 
pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap 
jenis MBLB. 

(3) Besaran/nilai harga patokan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga patokan 
MBLB yang ditetapkan Gubernur. 

Pasal 5 
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas 
persen) dari Dasar Pengenaan. 

Pasal 6 
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB 
se bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1) dengan tarif 
pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan 
rumus sebagai berikut: 

Besamya pajak = Nilai jual hasil . pengambilan 
MBLB terutang MBLB x 15% (lima belas persen) 

Nilai jual hasil = Volume/ tonase pengambilan 
pengambilan MBLB x harga patokan tiap-tiap 
MBLB ienis MBLB 

BAB IV 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN 

CARA PERHITUNGAN OPSEN PAJAK MBLB 

Pasal 7 
Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak 
MBLB terutang. 

Pasal 8 
Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari Pajak MBLB yang terutang. 

Pasal 9 
Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak 
MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif 
Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dengan rumus sebagai berikut: 

Besaran Opsen = Pajak MBLB terutang x 25% 
Pajak MBLB yang (dua puluh lima persen) 
terutang 



- 9 -

BABV 
MASA PAJAK MBLB 

Pasal 10 
(1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender bagi pemegang Izin U saha Pertambangan 
Operasi Produksi maupun yang tidak memiliki izin 
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak 
yang terutang. 

(2) Masa Pajak MBLB adalah terhitung paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan fisik yang tertuang dalam kontrak berakhir 
di institusi pemerintah, swasta dan BUMN yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang. 

BAB VI 
SAAT TERUTANG DAN WILAYAH 

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB 

Pasal 11 
(1) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

terutangnya Pajak MBLB. 
(2) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang 

terutang merupakan wilayah Daerah tempat 
pengambilan MBLB. 

BAB VII 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 12 
(1) Tata cara pemungutan pajak MBLB dilakukan sebagai 

berikut: 
a. pemungutan Pajak MBLB ditagihkan ke 

pemegang Izin U saha Pertambangan Operasi 
Produksi maupun yang tidak memiliki izin; 

b. pemungutan Pajak MBLB ke wajib pajak yang 
melakukan pekerjaan pemborongan di institusi 
pemerintah, swasta dan BUMN. 

(2) Sistem pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, adalah sebagai berikut : 
a. wajib Pajak mengisi SPTPD; 
b. wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB 

berdasarkan SSPD. 
(3) Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, 

adalah sebagai berikut: 
a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan 

pekerjaan pemborongan di institusi pemerintah, 
swasta dan BUMN; 

b. setiap pekerjaan pemborongan di institusi 
pemerintah, swasta dan BUMN yang tidak dapat 
menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak 
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MBLB dan sura t keterangan pembayaran pajak 
MBLB dari instansi yang berwenang dikenakan 
pajak dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. rekanan yang melakukan penagihan 

pembayaran nilai kontrak wajib 
melampirkan RAB dari kontrak dan analisa 
dari institusi terkait yang dilegalisir; 

2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak 
terlebih dahulu ke Bapenda untuk 
menyampaikan SPTPD; 

3 . wajib pajak melakukan pembayaran Pajak 
MBLB berdasarkan SSPD. 

Bagian Kedua 
Pendaftaran dan Pendataan Pajak MBLB 

Pasal 13 
(1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau 

objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda 
den gan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib 
Pajak. 

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, 
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri 
dengan : 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang 

masih berlaku; 
b. surat izin usaha {apabila ada) ; 
c . surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran 

dikuasakan; 
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa 

apabila dikuasakan. 
(4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD. 
(5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 

aya t (4) , Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor 
registrasi, NOPD, a tau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan 
pendaftaran objek pajak. 

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati 
melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan 
NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki 
oleh Daerah. 

(9) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan 
wajib pajak dan objek pajak u ntuk memperoleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak 
dan/ a tau wajib pajak, termasuk informasi geografis 
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objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan 
daerah. 

(10) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pendaftaran 
Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 14 
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui 
Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau 
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, 
dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib 
Pajak. 

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, 
nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran 
lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan 
keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal permohonan diterima secara lengkap. 

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jarigka 
waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak 
dianggap disetujui. 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan secara jabatan atau atas dasar 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: 
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan 
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan 
kembali. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak MBLB 

Pasal 15 
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem 
pembayaran berbasis elektronik dan/atau tunai. 

(4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau 
penyetoran Pajak MBLB yang terutang paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja setelah berakhimya masa pajak 
kecuali keterlambatan disebabkan oleh kondisi 
keuangan daerah. 

(5) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor 
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud ayat (4), 
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari pajak 
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terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STPD. 

(6) Ketentuan m engenai bentuk Formulir SSPD tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Pembukuan 

Pasal 16 
(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau 

pencatatan secara elektronik dan/ a tau non-elektronik, 
dengan ketentuan: 
a . bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang m elakukan u saha dengan 
peredaran usaha kurang dari 
Rp4.800.000.00O,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah) per tahun dapa t memilih 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2) Pembukua n atau pencatatan harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 
keadaan a tau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 
pera turan perundang-undangan yang terkait dengan 
pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b paling sedikit memua t data peredaran usaha 
atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar 
dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak 
yang terutang. 

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen 
hasil pengolahan data dari p embukuan yang dikelola 
secara elektronik atau secara program a plikasi online 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 
atau tempat tinggal Wajib Paj ak orang pribadi, atau di 
tempa t kedudukan Wajib Pajak Badan. 

Bagian Kelima 
Pelaporan 

Paragraf 1 
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 17 
(1) Setia p Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 
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(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda 
tangani oleh Wajib Pajak. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda 
setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri 
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. 

(4) Ketentuan mengenai bentuk SPTPD tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 
(1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak. 
(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus 
dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan 
dilaporkan dalam SPTPD. 

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka 
waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
setelah berakhirnya masa Pajak. 

(4) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada 
hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD 
jatuh pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 19 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pemyataan tertulis sepanjang belum 
dilakukan Pemeriksaan Pajak. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 
sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti 
pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi 
administratif berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang m enyatakan kurang 
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu 
persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar. 
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Paragraf 2 
Penelitian SPTPD 

Pasal 20 
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penelitian 

atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak. 
(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) meliputi: 
a. kesesuaian bata s akhir pembayaran dan/ atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam 
SSPD; 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD;dan 
c . kebenaran penulisan, perhitungan, dan/ atau 

adrninistrasi lainnya. 
(3) Apabila b erdasarkan hasil Penelitian atas 

SPTPD s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar, Bupati melalui Kepala 
Bapenda m enerb itkan STPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencantumkan jumlah kekurangan 
pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu 
persen) p er bulan dari jumlah Pajak yang 
kurang dibayar, dihitung s ejak saat 
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa 
pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulandihitung penuh 1 (satu) b ulan. 

(5) Dalam h al hasil Penelitian atas SPTPD 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) terdapat 
indikasi penyampaian informasi yang tidak 
sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui 
Kepala Ba p end a dapat melakukan 
Pemeriksaan. 

Bagian Keenam 
Pemeriksaan Pajak 

Pasal 21 
( 1) Bupati melalui Kepala Bapenda 

melakukan Pemeriksaan untuk menguji 
pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan 
rangka melaksanakan ketentuan 
perundang-undangan mengenai Pajak. 

berwenang 
kepatuhan 
lain dalam 
peraturan 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dalam hal: 
a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret 

yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar; atau 

c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan 
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 
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(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling sedikit 
untuk: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; 

dan/ atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan u ntuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, 
pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan 
dengan tujuan Pemeriksaan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 22 
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib 
Pajak yang diperiksa meliputi: 
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, 
dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek Pajak yang terutang; 

b . memberikan kesempatan 
ternpat atau ruangan yang 
mem berikan bantuan 
Pemeriksaan; dan/atau 

untuk memasuki 
dianggap perlu dan 
guna kelancaran 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak 
yang diperiksa paling sedikit antara lain: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan 

Pemeriksaan kepada pemeriksa; 
b . meminta kepada pemeriksa untuk memberikaI1 

penjelasan tentang alasan dan tujuan 
Pemeriksaan; dan 

c. menerima dokumen basil Pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas 
hasil Pemeriksaan. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , besarnya Pajak 
terutang ditetapkan secara jabatan. 
Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan 
Pemeriksaan. 

Bagian Ketujuh 
Surat Ketetapan Pajak dan 

Surat Tagihan Pajak 

Paragraf 1 
Surat Ketetapan Pajak 

Pasal 23 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda 
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan 

SKPDN. 
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(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang k:urang atau 
tidak dibayar berdasarkan: 
a. hasil pemeriksaan; atau 
b. perhitungan secara jabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD 
dalam jangka waktu tertentu dan telah 
ditegur secara tertulis namun tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran; atau 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
pembukuan a tau pencatatan secara 
elektronik dan/ atau non-elektronik atau 
kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan 
pemeriksaan. 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau 
data yang semula belum terungkap dan menyebabkan 
penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang 
sama besarnya denga..""1 jumlah kredit Pajak atau Pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

Pasal 24 
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat 
kelebihan pembayaran Pajak, Bupati melalui Kepala 
Bapenda menerbitkan SKPDLB. 

Pasal 25 
(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam 

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per 
bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, 
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 
berakhirnya masa Pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf 
b dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari 
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung 
sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa 
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat} bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan 
dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 
25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang 
kurang dibayar. 
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(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. 

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) wajib diluna si dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Surat Tagihan Pajak 

Pasal 26 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda 
dapat menerbitkan STPD. 

(2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan 
STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal: 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b . hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah 
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh 
Wajib Pajak; 

c . SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

d . Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak 
yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 0 ,6% (nol koma enam persen) 
per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 
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(5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir STPD tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedelapan 
Penagihan Pajak 

Pasal 27 
(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran 
atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan secara 
lisan maupun tertulis. 

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tidak dilunasi setefah jatuh 
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 
Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai perpajakan. 

Pasal 28 
(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati 

berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk 
melaksanakan Penagihan. 

(2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita 

Pajak; dan 
b . menerbitkan: 

1. suratteguran; 
2. surat perintah penagihan seketika dan 

sekaligus; 
3. surat paksa; 
4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 
5. surat perintah penyanderaan; 
6 . surat pencabutan sita; 
7. pengumuman lelang; 
8. surat penentuan harga limit; 
9. pembatalan lelang; dan 
10. surat lain yang diperlukan untuk 

pelaksanaan penagihan pajak. 
(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

(1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan 
Surat Teguran. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak 
oleh Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi 
Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan 
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Surat Paksa. 
(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, 
atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda 
pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan 
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran. 

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak. 

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang 
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua 
kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa 
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan 
Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan 
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang 
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang 
melalui kantor lelang terhadap barang yang disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat 
setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak pengumuman lelang. 

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat 
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
dilakukan penyitaan. 

(1 1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk 
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk 
membayar Utang Pajak yang belum dibayar. 

Pasal 30 
Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan 
Sekaligus berdasarkan surat perintah_ Penagihan Seketika 
dan Sekaligus apabila: 
a . penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 
b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya 
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c . terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 
membubarkan badan usahanya, menggabungkan 
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk 
lainnya; 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 
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Pasal 31 
(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, 

terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan 
iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki 
Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat 
dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan. 

(2) Pencegahan dan/ a tau penyanderaan terhadap 
Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya 
Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan 
Pajak. 

(3) Pencegahan dan/ a tau penyanderaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 
(1) Dalam hal tindakan penagihan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 29 ayat ( 1) sudah dilaksanakan namun 
tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda 
dapat melakukan upaya penagihan lain. 

(2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain: 
a. pemanggilan Wajib Pajak; dan/ atau 
b. pengusulan pencabutan penz1nan dan non 

penzman usaha/kegiatan kepada penerbit 
dokumen perizinan dan non perizinan. 

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak 
yang dilakukan sebelum atau setelah teguran 
disampaikan. 

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan 
didampingi instansi lain yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Kabupaten apabila diperlukan. 

(5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran diterima 
oleh Wajib Pajak. 

(6) Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan perundang-undangan yang terkait 
dengan penagihan pajak. 

Bagian Kesembilan 
Kedaluwarsa Penagihan Pajak 

Pasal 33 
(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila 
sebelum jangka waktu: 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; 

atau 
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung. 
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat 
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Teguran dan/ a tau Surat Paksa 
terse but. 

(4) Pengakuan Utang Pajak seca ra langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Kabupaten. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapa t 
d iketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 
pengakuan tersebut. 

Bagian Kesepuluh 
Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 34 
( 1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 

menentukan prioritas Penagihan Pajak. 
(2) Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan 

Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan. 
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan 
Bupati. 

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada aya t 
(4) ditetapkan dengan mempertimbangkan: 
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (3) sampai dengan batas 
waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1); dan 

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal 
Pemerintah Kabupaten. 

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 
a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan 
Penagihan. 

(7) Penghapusan Piutang Pajak dilaksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan 
yang terkait dengan Penghapusan Piutang Pajak. 

Bagian Kesebelas 
Keberatan Pajak 

Pasal 35 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, 
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SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau 
Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau 
jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, 
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan 
disertai alasan yang jelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal 
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN, a tau pemotongan atau Pemungutan 
oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan. 

(7) Tanda pengmman surat keberatan melalui 
pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau 
tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan 
Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, 
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum 
dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang 
Pajak. 

Pasal 36 
( 1) Bupati a tau Kepala Bapenda harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala 
Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. 
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(3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (7). 

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas 
keberatan dapat berupa: 
a . menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak 
yang terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama 
dengan Pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan 
hasil penelitian sama dengan Pajak yang 
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang 
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d . menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang 
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 
penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang 
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap diterima. 

Pasal 37 
(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan 
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 ( dua puluh em pat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Kedua Belas 
Banding 

Pasal 38 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat 
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati 
melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan 
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sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan 
Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

( 4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan 
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung pen uh 1 ( satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 
sebelum m engajukan keberatan. 

Bagian Ketiga Belas 
Gugatan Pajak 

Pasal 40 
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 
a . pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah 

melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang; 
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan 

Pajak; 
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam 
Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36; dan 

d . penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat 
Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya 
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan, 

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak. 
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Pasal 41 
Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat Belas 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

serta Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 42 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karenajabatannya, 

Bupati atau Kepala Bapenda dapat: 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
,pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, 
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, dan/ atau kesalahan hi tung 
dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah; 

c. membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan/ atau 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan. 

(2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
lambat 1 (satu) bulan kalender sejak ketetapan pajak 
terutang diterbitkan. 

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui suatu keputusan yang 
penetapannya dilakukan oleh: 
a. Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai 

pajak terutang paling banyak RpS0.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

b . Bupati dengan nilai pajak terutang lebih dari 
RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

P.aragraf 2 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Pasal 43 
(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 
ayat (1), diajukan atas sanksi administratif yang 
tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. 

(2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 42 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak 
sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk 
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menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan kenaikan pajak yang terutang. 

(3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang 
pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan 
kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib 
Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah 
sakit. 

(4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak 
orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan 
keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk 
membiayai musibah atau membayar kewajiban 
perpajakannya. 

(5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa 
sebagai berikut: 
a. wajib pajak pada saat tanggal ja tuh tempo 

mendapat musibah seperti mengalami 
kecelakaan, bencana alam a tau sakit 
mengharuskan rawat map di rumah sakit 
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban 
perpajakan, dibuktikan dengan surat pernyataan 
dan foto atau surat keterangan dokter rumah 
sakit; 

b. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan 
kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat 
memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap dan/ atau laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh akuntan publik; atau 

c. wajib pajak orang pribadi yang mengalami 
kesulitan keuangan sehingga tidak dapat 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, 
dibuktikan dengan s.urat keterangan tidak 
mampu dari kepala desa/ lurah setempat. 

(6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan 
penghapusan sanksi administratif. 

(7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat 
diberikan pengurangan sanksi administratif paling 
banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 

Pasal 44 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 

ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala 
Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan mengemukakan alasan yang jelas. 

-·---~~ 
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(2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dilengkapi dengan: 
a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak; 
b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib 

Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa 
Wajib Pajak; 

c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib 
Pajak; 

d. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan 
permohonan; dan 

e. dokumen pendukung alasan permohonan. 
(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh 
Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan: 
a . dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk 

Berusaha atau akta pendirian dan perubahan; 
b. fotokopi NPWP Badan; 
c. fotokopi kartu identitas pemohon; 
d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib 

Pajak; 
e. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan 

permohonan; dan 
f. dokumen pendukung alasan permohonan. 

(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi 
administratif yang dikenakan atas surat keputusan 
angsuran dan/ atau penundaan pembayaran. 

(5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif hanya dapat diajukan dalam hal 
ketetapan atau tagihan pajak daerah tersebut: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b . diajukan keberatan, tetapi tidak 

di pertimbangkan; 
c. tidak diajukan permohonan pembetulan atau 

pembatalan ketetapan; dan/ atau 
d. diajukan permohonan pembetulan atau 

pembatalan ketetapan, tetapi permohonan 
ditolak. 

(6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak 
dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi 
persyaratan dimaksud sampai dengan waktu yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat 
(2) . 

Pasal 45 
Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 44 tidak dianggap sebagai 
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 
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Pasal 46 
( 1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1), Bupati 
melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian 
terhadap berkas permohonan yang diajukan. 

(2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda 
dapat menugaskan tim untuk melaksanakan 
peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/ atau 
meminta dokumen penunjang selain yang 
dipersyaratkan. 

(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk menerima atau menolak 
permohonan. 

Pasal 47 
(1) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat permohonan diterima. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, 
permohonan yang diajukan tersebut dianggap 
diterima. 

Paragraf 3 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 48 
(1) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 

ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat 
ketidakbenaran atas : 
a. kondisi objek pajak; 
b . kesalahan hi tung/ tulis yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 

ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila: 
a. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD 

yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan 
karena bukan merupakan objek pajak atau 
terdapat objek ganda; dan/ atau 

b. ketetapan yang diterbitkan tidak 
sesuai/bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 49 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b 
dan huruf c yang diajukan kepada Kepala Bapenda 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan alasan yang jelas. 

(2) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau 
pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi dilengkapi dengan: 
a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila 

diajukan perorangan; 
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b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib 
Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa 
Wajib Pajak; 

c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib 
Pajak; 

d. SKPDKB, SKPDKBT, SK.PON, SKPDLB atau STPD 
yang diajukan permohonan; dan 

e. dokumen pendukung alasan permohonan. 
(3) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau 

pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
Badan dilengkapi dengan: 
a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk 

Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan 
perubahan; 

b. fotokopi NPWP Badan; 
c. fotokopi kartu identitas pemohon; 
d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib 

Pajak; 
e. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang diajukan permohonan; dan 
f. Dokumen pendukung alasan permohonan. 

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk 
memenuhi persyaratan dimaksud selama 1 (satu) 
bulan sejak diterimanya surat permohonan. 

Pasal 50 
Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 49 tidak dianggap sebagai 
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

Pasal 51 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

Pasal 49, Bupati melalui Kepala Bapenda 
menindaklanjuti permohonan terse but dengan 
melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib 
Pajak. 

{2} Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara 
jabatan, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan 
penelitian terhadap data dan/atau informasi yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda. 

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud· pada 
ayat ( 1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk 
tim untuk membantu pelaksanaan penelitian. 

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat: 
a. meminta data, informasi, dan/ atau keterangan 

yang diperlukan; dan/ atau 
b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan 

lapangan. 
(5) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk menerima a tau menolak 
permohonan. 
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Pasal 52 
(1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas perrnohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 
ayat (1), Keputusan Pembetulan harus ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal surat perrnohonan pembetulan diterima. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, 
permohonan yang diajukan tersebut dianggap 
diterima. 

(3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berisi keputusan berupa: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

a . mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang 
dapat berupa menambahkan, mengurangkan, 
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun sanksi administratif berupa bunga, 
denda, dan kenaikan Pajak; atau 

b. membatalkan STPD atau membatalkan basil 
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

c. dan menolak permohonan Wajib Pajak. 

Bagian Kelima Belas 
Kemudahan Perpajakan 

Pasal 53 
Bupati dapat memberikan kemudahan berupa: 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak; clan 
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami 
keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu 
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan 
atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . huru~ b 
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalam1 kesuhtan 
lilru.iditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga 
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
pelunasan Pajak pada waktunya. 
Pemberian fasilitas angsuran atau penund8:an 

embayaran Pajak terutang atau Utang_ P~Jak 
p b aimana dimaksud pada ayat (4) dapat d1benkan ~~;;ti berdasarkan permohonan _Wajib Pajak yang 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

-- --- --
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(6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (4) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. ke bakaran 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d . wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (4) dibuktikan dengan surat pemyataan 
tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui 
Camat atau dokumen resmi lain yang menyatakan 
terjadinya keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak 
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
kewajibannya secara tepat waktu. 

(8) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) meliputi: 
a. wajib pajak orang pribadi yang tidak 

menyelenggarkan pembukuan mengalami 
kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dibuktikan dengan surat keterangan 
tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan 

b. wajib pajak badan dan orang pribadi yang 
menyelenggarakan pembukuan mengalami 
kerugian dan kesulitan likuiditas untuk dapat 
memenuhi kewajiban utang lancar pada tahun 
berkenaan dibuktikan dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
dan/ atau laporan keuangan yang telah diaudit 
oleh akuntan publik. 

Pasal 54 
(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 53 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak 
terutang, jangka waktu penundaan atau masa 
angsuran, clan alasan yang jelas disertai dengan 
dokume!l pendukung alasan tersebut. 

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 53 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap pajak 
terutang yang terbit akibat dari pemberian fasilitas 
angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang. 

(3) Perrnohonan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak 
dapat dipertimbangkan. 

Pasal 55 
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 
(4) memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalarn 
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 

Pasal 56 
(1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (5), Kepala 



(2) 

(3) 
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Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas 
permohonan yang diajukan. 
Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda 
dapat menugaskan tim untuk melaksanakan 
peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/ atau 
meminta dokumen penunjang selain yang 
dipersyaratkan. · 
Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk menerima atau menolak 
permohonan. 

Pasal 57 
(1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada Pa sal 53 ayat (5) 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak 
diterima lengkap. 

(2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5), dapat 
berupa: 
a . menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ a tau 

masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak; 

b . menyetujui Sebagian jumlah angsuran pajak 
dan/ atau masa angsuran atau lamanya 
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c . menolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk 
jangka waktu 12 (du a belas) bulan. 

(4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari 
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Bagian Keenam Belas 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 58 
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada 
Bupati melalui Kepala Bapenda. 

(2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala 
Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran Pajak 
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dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan 
dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui 
Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 
Pajak. 

BAB VIII 
OPSEN 

Paragraf 1 
Penghitungan, Pembayaran, Dan 

Pelaporan Opsen Pajak MBLB 

Pasal 59 
(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen 

Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan 
penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak 
MBLB. 

(2) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. 

(3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ke RKUD Provinsi dilakukan 
bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD 
Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB. 

(4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati 
melalui Kepala Bapenda melakukan Penagihan. 

(5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen 
Pajak MBLB. 

(6) Dalam h al Bupati melalui Kepala Bapenda telah 
menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala 
Bapenda menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke 
RKUD Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

Paragraf 2 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Opsen Pajak MBLB 

Pasal 60 
(1) Dalam h al Wajib Pajak mengajukan kelebihan 

pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui 
Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan 



- 34-

pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan 
pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak 
MBLB. 

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disetujui, Bupati melalui 
Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 58. 

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) 
hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterbitkan. 

(4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB 
berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari 
penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 
salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterima. 

(5) Gubernur dan Bupati melalui Kepala Bapenda 
mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB 
dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak 
berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

Paragraf 3 
Sinergi Pemungutan Opsen 

Pasal 61 
(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB 

dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten 
bersinergi dengan Pemerintah Provinsi. 

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam 
pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, 
atau bentuk sinergi lainnya. 

Paragraf 4 
Rekonsiliasi Pajak 

Pasal 62 
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda dan bank tempat 

pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data 
penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB 
setiap triwulan. 

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit mencocokkan: 
a . SPTPD; 
b. SSPD; 
c. rekening koran bank; dan 
d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran 

Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak. 
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BAB IX 
PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, 

DAN MASUKAN 

Pasal 63 
(1) Bapenda dapat menerima pengaduan, saran dan 

masukan atas pelayanan Pajak MBLB dari masyarakat 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: 
a. kotak saran/kotak pengaduan, dan 
b. media teknologi informasi dan komunikasi. 

BABX 
SOSIALISASI DAN EDUKASI 

Pasal 64 
( 1) Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi · 

kepada masyarakat dan wajib pajak. 
(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dapat berupa: 
a. penyuluhan; 
b. seminar; atau 
c. sosialisasi penyebaran informasi melalui media 

elektronik maupun media cetak. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 65 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak MBLB yang 

belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 
2014 ten tang Harga Standar Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 
yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati 
ini; 

b . Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 
2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 
masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025. 

c. Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB berlaku mulai 
tanggal 5 Januari 2025. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Pera turan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 ten tang Harga 
Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 
7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 67 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat m engetahuinya, 
m emerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir. 

Ditetapkan di Talang Ubi 
pada tanggal f 't Januari 2025 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERi AMALINDO 

Diundangkan di Talang Ubi 
pada tanggal I ":f' Janu1:1ri 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

KARTIKA YANTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 
2025 NOMOR 8 

Lenovo
Typewritten text
         dto

Lenovo
Typewritten text
       dto



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB 
LEMATANG ILIR NOMOR S TAHUN .202.> 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN 

LOGAM DAN BATUAN 

I. Bentuk Formulir 
1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak 

PENUKAL ABAB LEMA TANG ILIR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

FOR.MULIR PENDAFTARAN 

WAJIB PAJAK DAERAH 

TAHUN 20 . ... . 

omor orm 

I I I I I I 

DATA WAJIB PAJAK 
JENIS WAJIB PAJAK □ WPPRIBAOI 0 WPBADAN 

1. N= W ajib Pajak : 
2. NPWP Ussha : 

3 . AL'Utlat 
• Ou sun/ Jru.'Ul : 
• RT/RW : 
- Oesa/Kelumhim : 

- KecNUat.'lll : 
- KRlmpaten/Kota : 
• Kode Pos 
- Nomor Telepon/ HP : 
- E-rruui : 

4 . NIB/ Sur.at h:i.'l yru~ Dimiliki •1 apabil.'\ &ta 

Jen.is lz:in No .... .... .. ... .... ..... ..... ... ..... .. Tgl ... ....... ..... .. ........... 
.... ...................... ..... ... ...... 

5. J elli<; ?I\Jak : 

□ 
Pajak '.\iBLB □ 

?aj_ak Reldrune 0 Pajak Air Tan..q}1 

□ Op sen PKB □ Opsen BBNKB □ Pajak Sr<riu~ 8\1nme; Wruet 

□ PBJT '.\iak.anru1/ '.\fumman □ ?BJT J.asa ?arkir □ PBJT Ten.'\&a Listrik 

□ ?BJT Jru.a Keseni 'lll./Hiburan 0 ?BJT Ja.saPerhotelru1 

KETERANGAN PEMfLIK ATAU PENGELOLA 
1. ~ama Pemilik / Pene;eloL'\ : 
2. Jabatan : 
3. ~ IK : 

4. NPWP Pribadi : 
5. AL'Utlat Tempat Tin~al 

• Dusun/Jalru1 : 
- RT/P.W : 
• Desi,./ Kelurnh..'\n 
- Kecl\lUl\tan : 
- K.'\bup aten/ Kot.'!. : 
• Kode Pos : 
• Nomor Telepoll/HP : 
- E-m&l 

T !U.'\lle; Ubi. ...... ..... ............. 20 ..... 

W sjib Psjsk/ Pene;eloL<!./ Kua.sa. 

( J 

Kd: · Harap c1i1si d.-:ngan huruf K.AJ>IT AL 
- &--n tanda ·· pada kolak yang t=edla untuk jawaban yang chbaikan 



- 2 -

2. Formulir SSPD 

• 
PEMERINTAH KABUPATEN SSPD PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

SADAN PENDAPATAN DAERAH 
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) 

TAHUN : 

JI. Merdeka KM 10 Kel.Handayani Kec.Talang Ubi Nomor .-
PALI - SUMATERA SELATAN 31211 

....... 
Tanggal : ...... 

Nama 

Alamat 

Nama Usaha 

Alamat Usaha 

NPWPD : 

Menyetor Berdasarkan : 

MasaPajak Tahun 

Cara Pembayaran : LJTunai U Bank 

Bank Penerima Setoran No. Rek 

Tipe dan Jenis Pajak 

Kade Bayar 

Keterangan 

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : 

No. Rincian Nilai (Rp.) 

Sanksi 

Denda 

Opsen Pajak MBLB (25%) 

Sanksi Opsen Pajak MBLB 

Jumlah Pembayaran 

Terbilang : (KETERANGAN) 

PALI, .......... 20 .. 
Bendahara Penerimaan BANK SUMSELBABEL Petugas Pemungut Penyetor 

····· ·········· .................................. . ....... ..................................... . ................ , ...... ......................... ··························"·'"'''''' '''''''''''' 
NIP. NIP. 

SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran Pembayaran dapat dilakukan melalul BANK SUMSELBABEL 

yang sah dari Bank lerdekal 

Jatuh Tempo : 
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3. FORMULIR SPTPD 

' 
SPT PO 

Nomor SPTPD : 

(SURAT PEMSERITAHUAN PAJAK DAERAH) 
PAJAK MJNERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak: 

Tahun Pajak : 

PEMERINTAH KABUPATEN 
PENUKALABABLEMATANGIUR 

Kepada Yth. 
Kepala Sadan Pendapatan Daerah 

N.P.W.P.D : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang lir 
No. Telp. : di PALI 

PERHATIAN : 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 

2. Seri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3 . Formulir ini ditenma oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

A . IOENTlTAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK 

A. NAMA OBJEK PAJAK : C. NAMA WAJIS PAJAK : 
S. ALAMA T OBJ EK PAJAK : D. ALAMATWAJIS PAJAK : 

Desa/Kelurahan : Desa/Kelurahan : 
Kecamatan : Kecamatan : 
Telepon . Telepon : 

E. KETERANGAN : 

B . INFORMASI UMUM OBJ EK PAJAK 

a. Data Obiek Paiak 

No Volume Bahan (ml) Analisa Total Volume 
Harga / TOTALNILAI 

Jenls Bahan Mineral Bukan Logam dan Nila! Standar E=CXO 
Batuan (A) (B) C:A X B 

(0) 

Total 

PAJAK~IBLB 

b. Pembayaran lain-lain Rp. 

C. Dasar Pengenaan Pajak (OPP) Rp. 

d. Pajak MSLB Terutang (15% x OPP) Rp. 

e. Pajak MSLS Kurang atau Lebih Sayar Rp. 

f. Sanksi Administrasi Pajak MSLS Rp. 

g. Jumlah Pajak MBLB yang Dibayar Rp. 
OPSEN PAJAK MSLB 

h. Opsen Pajak MBLS (25% x Pajak MBLB terutang) Rp. 

i. Sanksi Administrasi Opsen MSLB Rp. 

j. Jumlah Opsen Pajak MBLB yang Dibayar Rp. 
k . Jumtah Pajak dan Opsen Pajak yang harus dlbayar Rp. 

I. Data Pendukung 

a).SSPD - -1. Ada / 2. Tidak Ada - -b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1. Ada / 2. Tidak Ada 

c). Rekapitulasi Penggunaan Bin/ Bonbill - -1. Ada / 2. Tidak Ada 
C. PERNYATAAN 

Demikian fonnulir ini diisl dengan sabenar-benamya, dan apebila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajlban pengisian SPTPD lnl, 
saya bersedia diberikan unksi seauai Peraluran yang berlaku. 

Talang Ubi ,Tanggal Bulan Tahun 
WajibPajak 

'---··- ····- ·-··-·-l 
0. OIISI OLEH PETUGAS PENDATA 

... 

Diterima Tanggal : 
Nama Petugas 
NIP ; 

Tandatangan : ( .... , __ ,,_,, ... -... -......... _.,,) 



-4-

4. FORMULIR SKPDKB 

t) PEMERINTAH KABUPATEN PENUKALABAB LEMATANG lUR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Merdel:.a Km. 10 Kel. Handay¥1i Mub Kee. Talang Ubi Kabupaten Penukal Ahab Lemit.ng I lir 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

Nornor : Tanggal P~erbit:an : 

Masa/ Tahun PaJak : TanggalJatuh Tempo: 

Narna WaJib PaJal: : NPWPD : 

Alam;it : NOPD 

Narna Usaha : 
Alarnat Usaha : 

Keterangan : 

I. B-erdasarl:an pasal i3 Peraturan Pemerontah Nomor 35 Tahun 2023 tel.oh dilal:ukan pemeriks.an atau keterangan ta,., atas 

pelaksanaan kewa)lban : 

No Rekenw,g PaJak }en,s Pajak Pa1akTerhutang (Rp) 

Rp . 

Jumlah Rp . 

[!. Daro pen et.ban dan/ atau pemeriksaan diat:as, perhttungan Jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 

1, Pa1akyan9 b::lalc atau kurang dwayar Rp 

2. Sanksi Admon,stras, 
a. Sunga Pasal n ayat ( 1) berdasarkan hasi Rp 

pemeriksaan. 
b,Bunga Pasal n ayat (2) berdasarkanhasd 

perhitungan secara jabatan karena tidal. 
melakukan pelaporan SPTPD, 

Rp . 

c. Bung a Pasaf n ayat (2) berdasarkan has~ Rp 

perhitungan secara jabatan !:arena tidak 
melakukan kewajiban penc;,tatan/ 
pembukuan 

d.Bunga Pasiol n ayat (2} berdasarkan hasi Rp . 

perhitungansecara jab.tan karena tidak 
membertkan dokumen, keterangan,dan 
kesempatan untuk ~ubtempat 
dalam rangka pemeriksaan. 

e. Kenabn P'll:Sal n ayat (2) untuk jenis Rp 

pajak BPHTB, PBJT, Pajak Mineral Bukan 
Lo,iam dan Batuan, dan Pajak Sarang 
Surung WaJet. 

f Kenaikan Pas.ii n ayat (2) untukjenis 
paJalc PBB·P2. Pajak Reklame, Pajak Air Rp 

Tanah, Opsen PKB. dan Opsen BBNKB, 
g.Jumlah Sanks,Adrninistrasi Ro 

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rn . 

Dengan Huruf: 

PERHATIAtl: 

Harap penyetoran dilalcuka11 dengan menggunakan SuratSetoran Pajak Daer ah (SSPD) 

Temp~ TanggalSutan Tahun 

Jabatan Penandatangan 

Naira Jabatan Penandatang,m 
NIP. (NIP labatan Penandatang311) 
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5. FORMULIR SKPDKBT 

~ 
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 

BAOAN PENOAPATAN OAERAH 
JI. Merdeka Km. 10 Ke!. Hand~an, Mub Kee. T~g Ub, Kabupaten Penuul Ab~ ~9 tlir 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

Norn.:>< : Tanggal Penerbitan : 

Ma,sa Pa1ak/Tahun PaJak : T~ lihJh T9'f'l)O : 

Nam;i WaJib PaJalc : NP'MlO : 

A\amat : ~O)() : 
Nama Us.ha : 
Alam;it Usah.i : 

Keterangan : 

(, Berda,sarun p a,sal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 202.3 teQl-i dilalcuun pemerilcsaan .it.Mi keterangan lain 
alas pelaksanaan kewajiban : 

Rekenl'lg P.iJalc : 

Jenis Pa1ak : 

I(. Dari p~ilcsaan aQU keterang;;n lal'I tersebut d..tas. perhil\Jngan jumlah yang ma,sih harus dibaya, adaQh sebagao 
berilcut : 

1, Da,sar Pengenaan Rp . 

2. P.iJak yang terhutang Rp 

3. Kred.t PaJalc 

a. Setoran yang dJakukan Rp . 

b. l.al'l•Ql'I Rp 

c. Dilcuran91 korr"4)ensa,si kelebihan ketahun yang .iun 

datang/hutang p.iJak Rp . 

d . Jumlah yang dapat d,kredltkan (a+ b + c) Rp 

4. Jumlah kekurangan pembayaran pol:c,lc paJak ( 2 · 3d } Rp 

5. Sanks, Administra,s, berupa kenailcan pa,sal 77 ayat {3} Rp . 

6. JurnWI yang ma.sih ha,us d,b~ar ( 4 + 5 ) Rp . 
Deng an Huruf: 

PERHATIMI: 

Harap penyetoran ddal.'Uun dengan menggunaun Sur;;tSetoran Pa1alc Daer~ (SSPD} 

Te.m;,at. Tanggal B,ulan Tahun 

Jabat:an Penandatangan 

Nama .lab.tan Penandatangan 

N!P. {N!P Jabat:an Penandatangan) 
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6 . FORMULIR SKPDLB 

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Muha Kee. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang llir 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

Nomor : 
Masa Pajak/Tahun Pajak 

Nama Wajib Pajak 
Alamat 
Nama Usaha 
Alamat Usaha 

Keterangan 

Tanggal Penerbitan : 
Targgal Jan.ti Tesrc:o : 

NPMlO 
Nero 

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain 
atas pelaksanaan kewajiban : 

Rekening Pajak 
Jems Pajak 

II. Dari pemenksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 
berikut : 

1. Dasar Pengenaan 
2. PaJak yang terhutang 
3. Kredit Pajak 

a. Setoran yang dilakukan 
b. Lain-lain 
C. Dikurang1 kompensasi kelebihan ketahun yang akan 

datang/hutang pajak 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c ) 

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok paJak ( 2 - 3d ) 

5. Sanksi Administrasi 
a. Bunga 
b. Kenaikan 
c. Jumlah Sanksi Administrasi ( a + b ) 

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang 

Dengan Huruf : 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

. 

. 

Rp 

Rp 

. 

. 
Rp 

Rp 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Jabatan Penandatangan 

Nama Jabatan Penandatangan 
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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7 . FORMULIR SKPDN 

' 
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
- JI. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kee. Talang Ubi Kabupaten Penukal Ahab Lematang llir 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

Nomor Tanggal Penerbitan : 
Masa{f ahun Pajak Tanggal Jatuh tempo : 

Nama Wajib Pajak : NPWPD : 

Alamat NOPD : 

Nama Usaha : 
Alamat Usaha 
Keterangan 

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas 
pelaksanaan kewajiban : 

No Rekening Pajak Jenis Pa3ak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang (Rp) 

Rp - Rp -
Jumlah Rp Rp -

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 
berikut: 

1. Dasar Pengenaan Rp -
2. Pajak yang terhutang Rp -

3. Kredit Pajak 
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp . 

b. Setoran yang dilakukan Rp -

C. Lain-lain Rp -
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c ) Rp -

4. Jumlah yang masih harus dibayar Rp -

Dengan Huruf : 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Jabatan Penandatangan 

Nama Jabatan P!:nandatangs1n 
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan) 
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8. FORMULIR STPD 

~ 
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMA TANG lUR 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
JI, Merdel;.; Km. 10 Kel. H.-ndayani Mub Kee. T.iling Ubi Kabupaten Penuk.ll Ahab Lematang !br 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
Nom:,r : Tanggal Penerbbn : 
Masa/ Tahun Pajak : Tangga1Jatuh Tempo: 

Narna Wapb Pajak : NPWPD : 

Alarnat : NOPD : 
Narna Usaha : 
Alarnat Usaha : 
Keterangan : 

[. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemer,ntah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemerilcsaan atau keterangan lain atas 
pelal:sanaan ke>vaJiban : 

No Rekening Pajak >enis Pajak PajakTerhutang (Rp) 

Rp . 

Jumlah Rp . 

It. Dari penel,tian dan/atau pemerilcsaan diitas. perhitungan jumlah yang rnasih haru. dibayar adalah seba,gai berikut: 

l , Pajak yang bclak atau kurang dibayar Rp 
2. Sanksi Admirustrasi 

a. Oenda Pasal 70 karena bclak mebl::ukan Rp 
pelaporan SPTPD, 

b,Bunga Pasal 7S ayat (4) karena paJak Rp 

terutang padaSKPD, SPPT, dan SPTPD 
kurang atau tidak dibayar setelah jatuh 
tempo. 

c. Sunga Pas al 78 ayat (S} karena SKPDK8. Rp 
SKPDK8T, Surat Keputwan Pembetulan, 
Surat Keputusan Pembatala.n, dan Putusa, 
Banding yang tidak atau kurang dibayar 
s etelah jatu h tempo. 

d.)u mlah Sanl:.s1 Adm1n1Strasi Ro 

3. Jumlah yang rnasih harus dibayar (1 + 2} Ro . 

Dengan Huruf: 

PERHATIAtl: 

Harap penyetoran ddakukan dengan mcnggunakan SuratSetoran Pajak Daer ah (SSPD) 

{rerrv,a!, Tangga/Bulan Tahvn} 

lab.tan Penandat.ngan 

Nanu lab.tin Penandatan~n 
NIP. {NIP JabilQII Penandaf:ilngan} 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERI AMALINDO 

Lenovo
Typewritten text
       dto
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8. FORMULIR STPD 

~ 
PEMERJNTAH KABUPATEN PENUKALABAB LEMATANG ILIR 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
J. Me-de-.a Km. !O Ke. Handa~ J.lu,. ' ec. - aa,9 Ub ~upaten P@flul.lt Allah Lematang !Lr 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
II~ : - angga PenerbU"I : 
Masa Tahun PaJa : -anggal.Jatuh - empo: 

Nami Wa;o PaJ,b, : NPWPD : 

Alamat : NOPD ! 

NamaUQha : 
AlamatUsaha : 
Kell!l'angan : 

I. Berdasar..an pasal 73Peraturan Pemenntah Nomor 35 -a11un 2023 telah d (Ul,..an pemer 1.:saan atau l..eterangan an atas 
p~1o13a;naa.n e-.,-.; :.b¥'t : 

No Rel:en1119 PaJak .J@nis PaJa PaJa' Terhutang (Rp) 

Rp 

Jumlah Rp 

II. Oar, p@fleiti.an dan, aQU pemer \saan diatas. perhttun~n iumlah yang mas th haius dibayar ~.,W, sebaga ben,ut: 

. PaJa.. yang bda atau l..urang d bayar Rp 
2, San,.s Adm,mstrasi 

a ,OendaPasa "'O ..arenabda..~u ... n Rp 
p-poran SPTPD. 

b.81JngaPasa "'Sayat (<:) l...arenapaia, Rp 
lefutang p~a SKPD. spp- , dan SP-PD 
urang atau bd.lkd,bayar setetah Jatuh 
~o. 

c. Sunga Pasa ;s ayat (5) l..arena SKPOKB. Rp 
SKPDKB- , Surat Keputusan Pembebh-,. 
Surat Keputusan Pembata.an, dan P~ 
Banding yang bda~ atau ~u,ang dobayar 
se!Nh Jatuh tempo. 

d.Ju~h San-.s ~dmnistras Rn 

3. Jumlah yang mash harus dlbayar ( ! • 2) Rn 

Denga" HuT'\Jf: 

PERHATIAtl : 

Harap pen~etcran d~..ui..an dengan menggunaun S1n!S@toran Paial.. Daer ah (SSPD) 

{Tl!mDaf, Tar9ga 5:J~" Tahun} 

Jabatan Penandatangan 

Nama labatan Penandatan9!n 
N!P. cNIPJ~.s,, Pena,,datmgan; 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERI AMALINDO 

Lenovo
Typewritten text
       dto






